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ABSTRAK 

 

Wilayah Kabupaten Kendal memiliki tingkat pelanggaran teknis kendaraan 

bermotor yang cukup tinggi, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Polres Kendal merupakan salah satu instansi yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam penegakan hukum, khususnya Satuan Lalu Lintas. 

Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, serta hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Polres Kendal dalam 

melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran 

teknis kendaraan bermotor, merupakan beberapa permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta primer yang obyektif. 

Hasil penelitian penelitian menunjukan Satlantas Polres Kendal menghadapi 

sejumlah tantangan ketika berusaha menindak pelanggaran teknis kendaraan 

bermotor, termasuk individu yang tidak mematuhi norma-norma lalu lintas dan 

kurangnya kesadaran hukum. Dalam rangka menindak pelanggar, Satlantas Polres 

Kendal mencoba mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi mereka. 

Misalnya, mereka melakukan kegiatan preventif, represif, dan preemtif. 

 

Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, kendaraan bermotor.“ 
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ABSTRACT 

 

The Kendal Regency has a high level of motor vehicle technical violations, which 

contravenes Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. The 

Kendal Police Department is one of the authorities responsible for law 

enforcement, particularly the Traffic Unit. The enforcement of Law Number 22 of 

2009 on Traffic and Road Transport, and the obstacles and efforts faced by the 

Kendal Police Department in addressing traffic violations, including motor vehicle 

technical violations, are some of the issues highlighted in this study. The research 

method used in this study involves fieldwork to obtain objective primary facts. The 

research results show that the Kendal Police Traffic Unit faces several challenges 

in addressing motor vehicle technical violations, including individuals who do not 

comply with traffic norms and a lack of legal awareness. To tackle violators, the 

Kendal Police Traffic Unit attempts to overcome various obstacles, such as by 

conducting preventive, repressive, and preemptive activities. 

 

Keywords: law enforcement, traffic violations, motor vehicles. 
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